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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
penguasaan dan penggunaan tanah sebagaili realisasi dari
ijin lokasi vang diterbitkan oleh EKantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Barat sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 tahun 13983.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
penguasaan dan penggunaan tanah oleh perusahaan pengelo-
la sarana pariwisata yang telah memperoleh ijin lokasi
pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.

Permasalahan penelitian dalam skripsi inili adalah
bagaimanakah penguasaan dan penggunaan tanah kawasan
pariwisata oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata
vang telah memperoleh ijin lokasi di kabupaten Lombok
Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian inil adalah
metode deskriptif dengan analisis kualitatif dan
kuantitatif. Dari hasil penelitian vang telah
dilaksanakan diketahul bahwa penguasaan dan penggunaan
tanah pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat
sebagai realisasi dari ijin lokasi yang diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, belum
seluruhnya dapat direalisasikan oleh perusahaan
pengelola sarana pariwisata pada kawasan pariwisata yang
telah ditetapkan. Dari perolehan tanah yang dikuasai
hanya 27,95 % yang penguasaannya dengan Hak Atas Tanah
(HGB) dengan luas 3.680.725 M2, sedangkan penggunaan
tanah sesual dengan peruntukannya dengan 1iJin lokasi
yvang dimohon hanya mencapai 4,54 % dengan luas hanya
598.008 M2. '

Realisasi penggunaan tanah yang sangat kecil 1ini
disebabkan karena banyak ijin lokasi yang dimohon oleh
perusahaan pengelola sarana pariwisata dalam skala yang
sangat luas sehingga sulit untuk merealisasikannya, di
beberapa kawasan yang realisasi penggunaan tanahnya
tinggl disebabkan karena umumnya ijin lokasi tersebut di
mohon oleh perusahaan perorangan dengan luas dalam skala
kecil.

Perlu dikutsertakannya masyarakat pemilik tanah
dalam proses rapat koordinasi dalam proses perolehan
tanah dan perlu dilakukan seleksi yang ketat dalam
penerbitan ijin lokasi agar ijin lokasi tersebut dapat



dipergunakan sebagaimana mestinya, dan perlu diefektif-
kannya monitoring ijin lokasi oleh Kantor
Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini untuk
ijin lokasi yang telah diterbitkan.

Fungsi Sosial Hak Atas Tanah harus tetap diper-

hatikan demi terjalinnya keserasian dan manfaat bagi
masyarakat .

Pertanahan
mengevaluasi
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BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan,
ketentuan-ketentuan pokoknya telah digariskan dalam
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan
penjabaran dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
vang mengamanatkan bahwa : "Bumi, Air, Ruang Angkasa
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai
negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat".

Penguasaan tanah vang bersumber pada Hak
Menguasai Negara yang tercantum pada pasal 2 Undang-
undang Pokok Agraria, hak menguasai negara ini memberi
wewenang untuk
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaan Bumi, Air dan Ruang
Angkasa.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan Bumi, Air dan Ruang
Angkasa.

¢. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
Bumi, Air dan Ruang Angkasa.

Wewenang vyang bersumber pada hak menguasai dari
negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan,



2
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat
dan negara.

Status penguasaan tanah sangat penting bagi
masyarakat, karena penguasaan tanah ini berkaitan erat
dengan kewenangan pemegang Hak atas Tanah untuk berbuat
sesuatu atas tanah yang dihakinya itu.

Terjadinya pengalihan/ konversi Hak Atas Tanah
dan perlihan penggunaan tanah pada dasarnya untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan. Sebagai akibat dari
pengalihan atau konversi tersebut mengakibatkan
terjadinya masalah-masalah pertanahan, antara lain
a. Berkurangnya luas tanah pertanian subur menjadi

pemukimam, industri dan kegiatan non pertanian lain
nya.

b. Terjadinya konflik kepentingan berbagai sektor akibat
kegiatan pembangunan.

¢. Menurunnya kualitas lingkungan pemukiman.

d. Meluasnya tanah kritis akibat penggunaan tanah vang
tidak sesuai dengan potensi fisik tanahnya, antara
lain mengakibatkan terjadinya erosi, banjir dan
sedimentasi.

Bidang kehidupan vang makin beragam vang
diikuti dengan semakin meningkatnya aktifitas kegiatan
disemua sektor kehidupan masyarakat juga dapat mengaki-
batkan meningkatnya kebutuhan akan tanah vang akan
menampung semua aktifitas kehidupan, hal iﬁi merupakan

sebab utama semskin rumitnya masalah pertanahan.



"Di dalam masyarakat modern seperti sekarang,
selain Jjumlah manusia sedemikian banyak, bidang
kehidupan juga semakin banyak, seperti misalnya
pertanian kecil, pertanian besar, pengerajin,
industri dan jasa. Tiap kegiatan itu pasti
membutuhkan tanah dan setiap pengusaha bidang
kegiatan itu akan berusaha untuk memperoleh letak
tempat vang paling menguntungkan bagi
kegiatannya” . (I Made Sandy, 1995;48).

Rencana persediaan, peruntukan dan penggunaan
tanah vyang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah
merupakan pelaksanaan pasal 2 dan 14 Undang-undang Pokok
Agraria, dengan adanya rencansa persediaan, peruntukan
dan penggunaan tanah diharapkan dapat memberi manfaat
vang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Adapun tujuan penyusunan rencana persediaan,
peruntukan dan penggunaan tanah adalsh untuk
a. Mewujudkan tatanan persediaan, peruntukan dan

pengdunaan tanah yang memenuhi asas L0SS dan ATLAS.
b. Semua kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun masyarakat mendapat tempat yang
sesual dengan tidak saling mengganggu dalam 1lokasi
vang secara ekonomis efisien serta tidak mengakibat-
kan kerusakan tanah.
¢. Menyediakan sarana bagi penyediaan tanah untuk

kepentingan pembangunan secara tertib dan terkendali.

d. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya tanah.

Seperti pada umumnysa Negara-negara vang
sedang berkembang seperti Indonesis, dalam
melaksanakan pembangunan perekonomiannya mengalami

kekurangan dana. Sumber-sumber pendapatan dari dalam

negeri dipacu untuk memberikan kontribusinya dalam
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proses pembangunan, salah satu sumber pendapatan
dari dalam negeri yang mampu mendatangkan devisa bagi
negara adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini
terbukti mampu menyumbangkan devisa yang cukup besar,
sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan
mengingat negara kita memiliki potensi vang sangat besar
di bidang pariwisata ini, negara kita memiliki daya
tarik vang sangat potensial seperti keanekaragaman
budaya dan adat istiadat serta obyek wisata alam vang
sangat indah.

Pulau Lombok merupakan salah satu daerah tujuan
wisata di Indonesia yang sedang berkembang dengan pesat,
potensi sektor pariwisata ini sangat layak untuk
mendapat perhatian yang serius sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah, sektor pariwisata ini mulai
dikembangkan di Pulau Lombok pada awal dekade delapan
puluhan.

Keuntungan yang dimiliki Pulau Lombok dalam
sektor pariwisata diantaranya adalah letaknya vang
sangat dekat dengan Pulsu Bali yang merupskan salah satu
tujuan wisata dunia, disamping itu pula, Pulau Lombok
memiliki berbagai ke unikan lain baik adat istiadat,
budaya maupun alamnya yang sangat mempesona.

Dalam pengembangan pariwisata ini, terutama
dengan pembangunan sarana fisik pariwisata membutuhkan
tanah, berkaitan dengan hal tersebut penataan
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pada kawasan

pariwisata sangat penting agar pemanfsaatan tanah dapat
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secara optimal dan terciptanya ketertiban dalam
penggunaan tanah. Penggunanan tanah untuk pembangunan
sarana pariwisata diharapkan dapat memberikan
keuntungan baik bagi pihak yang membutuhkan tansh maupun
bekas pemilik tansh.

Perolehan tanah oleh perusahaan pengelola sarana
pariwisata pada dasarnya dilakukan secara langsung
antara perusahaan vyang memerlukan tanah dengan para
pemilik tanah/pemegang Hak Atas tanah.

Perolehan tanah dapat ditempuh dengan cara
a. Jual beli, dilakukan apabila calon penerima hak

memenuhi syarat untuk menjadi subyek hak atas tanah
vang diperoleh.

b. Pelepasan hak yang dilakukan di depan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya atau di depan Notaris
atau Camat.

Dalam pengembangan kawasan pariwisata ini,
terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik
dibutuhkan tanah sebagai tempat atau letak pembangunan
itu dilaksanakan. Berkaitan dengan penyediaan tanah
untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata ini
diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang hal
itu, agar dalam pembangunan tersebut dapat memberikan
ketertiban dalam penguassan dan penggunaan tanah.

Daerah Tingkat II Lombok Barat memiliki enam
kawasan pariwisata, berdasarkan Peraturan Daerah
Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor

9 Tahun 1989, yaitu



1. Kawasan Senggigi dan sekitarnya.

Kawasan Gili Air, Meno, Terawangan dan sekitarnya.
Kawasan Pantai Sire dan sekitarnya.

Kawasan Gili Gde dan sekitarnysa.

Kawasan Sendanggile dan sekitarnya.

o v & w ™

Kawasan Pantai Selatan Lombok Barat dan sekitarnya.

Peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
dalam mengatur tentang perijinan untuk menguasai dan
menggunakan tanah oleh perusahaan dalam rangka penanaman
modal adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1983, dalam
pelaksanaannya ijin lokasi ini harus diajukan kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.

Dari uraian tersebut di atas, dapat memberi
gambaran pentingnya penguasaan dan penggunaan tanah pada
kawasan pariwisata, penulis tertarik untuk memilih Jjudul
penelitian sebagai berikut

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH
KAWASAN PARIWISATA DITINJAU DARI IJIN LOKASI YANG
DITERBITKAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROPINSI NUSA

TENGGARA BARAT.

2. RUMUSAN MASALAH.

Pembangunan sarana dan prasarana wisata pada
kawasan pariwisata di Lombok Barat membutuhkan tanah
vang sangat luas mrengingat jumlah kawasan pariwisata
vang di tetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 1989.
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Pembangunan kawasan pariwisata meliputi sarana
pisik seperti Hotel, Villa, Bungallow, Restauran,
Kantor Biro Perjalanan, Art Shop dan sarana penunjang
lainnya.

Sarana-sarana pariwisata tersebut dibangun oleh
perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) maupun oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing
(PMA), dalam memperoleh tanah untuk tempat atau lokasi
pembangunan sarana dan prasarana pariwisata tersebut
dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya Jual beli
atau Pelepasan Hak. Tetapi sebelum hal itu dilaksanakan
perusahaan pengelola sarana pariwisata tersebut terlebih
dahulu mengajukan permohonan ijin lokasi melalui Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat,setelah ijin
lokasi tersebut diperoleh barulah proses peralihan
penguasaan tanah dilakukan. Penguasaan tanah oleh
perusahaan pengelola sarana pariwisata ini berupa
suatu Hak Atas Tanah.

Penggunaan tanah yang telah dikuasai tersebut
harus sesusi dengan permohonan yang diajukan dalam ijin
lokasi, hal ini agar penggunaan tanah dikawasan
pariwisata tersebut dapat dikendalikan dan diharapkan
dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Kenyataan yang terjadi pada umumnys sangat sulit
untuk mewujudkan/merealisasikan ijin lokasi vang
diterbitkan sesuai dengan ijin yang telah diterbitkan,

tanah yang telah diperoleh tersebut belum seluruhnya
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dapat dikuasai dengan suatu Hak Atas Tanah Juga penggu-
naannya belum sesuai dengan peruntukannya, hal ini
tentunya akan berakibat pada ketidaksesuain peruntukan
dan penggunaan tanah seperti yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat
merumuskan permasalahan yang menyangkut penguasaan dan
penggunaan tanah pada kawasan pariwisata di Kabupaten
Lombok Barat sebagai berikut

Bagaimanakah penguasaan dan penggunaan tanah

oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata
vang telah memperoleh ijin lokasi pada kawasan

pariwisata di Kabupaten Lombok Barat ?

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.

a. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui penguasaan tanah oleh perusahaan pengelola
sarana pariwisata yang telah memperoleh ijin lokasi
pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.

2. Mengetahui penggunaan tanah oleh perusahaan pengelola
sarana pariwisata yang telah memperoleh ijin 1lokasi
pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat

b. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunsaan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penguasaan dan penggunaan tanah

pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.
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Untuk memperoleh masukan berupa saran, pendapat
tentang penguasaan dan penggunsaan tanah pada kawasan
pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dapat digunakan
sebagai bahan dalam mengambil kebijaksanaan.
Dari segi ilmu pengetahuan diharapkan hasil
penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran
dalam pengembangan ilmu pertanahan khususnya tentang
penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan

pariwisata.



